PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA
BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM
STUDI KASUSLEMBAGA PEMASYARAKATAN

KLASII A YOGYAKARTA

i
=

SKRIPS|
DIAJUKAN KEPADA FAKUKTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITASISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI

OLEH

ELVIANNISA
NIM 12340001

PEMBIMBING
1. Dr. AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM
2. LINDRA DAERNELA, SAG. M.HUM.

ILMUHUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITASISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016



ABSTRAK

Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya. Termasuk
ketika seseorang diputuskan bersalah oleh Masjelis hakim dan harus menjalankan
hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Seseorang tersebut disebut
narapidana. Dalam hal ini, Pemenuhan Hak-hak Narapidana dirumuskan dalam Pasal
14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam
pasal 14 ayat(1) tersebut terdiri dari 13 hak yang berhak narapidana dapatkan ketika di
dalam Lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan di
hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum diartikan sebagai perlakuan dan
pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status
sosial, ekonomi, agama, maupun ras.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu melakukan
wawancara langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan menyebar kuesioner
yang berisikan pemenuhan-pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas
persamaan di hadapan hukum serta melakukan wawancara terhadap petugas atau
pegawa di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun Objek dari penelitian adalah
Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta. Berdasakan tersebut, maka
dirumuskan pokok permasalahan yakni bagaimana penerapan asas persamaan di
hadapan hukum di Lapas Klas Il A Yogyakarta dan apakah hak-hak narapidana sudah
terpenuhi berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan
bahwa Lapas Klas Il A Yogyakarta sudah berusaha menerapkan asas persamaan di
hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dan dalam pemenuhan hak-hak
narapidana, Lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh masih ada hak warga
binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan asimilas belum terpenuhi. Berdasarkan
hasil wawancara terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh petugas seperti adanya
perbedaan kedekatan yang dilakukan petugas.

Kata Kunci : Narapidana, Warga Binaan Pemasyarakatan, Asas Persamaan di

Hadapan Hukum
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu lembaga yang
berfungs untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan
hukum pidana. Dalam hal ini yang dimaksud pembinaan narapidana adalah
para narapidana (napi) yang ada didalam lapas tersebut dibina dengan maksud
menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para napi keluar dari |apas atau
ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka
menjadi pribadi yang bersih. Dalam hal ini narapidana adalah orang hukuman
(orang yang sedang menjalani hukuman pidana)'. Dari pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang karena suatu hal
tidak dapat mengendalikan nafsunya, akal, dan pikirannya sehingga
menyebabkan timbul suatu norma hukum atau prilaku hukum yang
mengakibatkan ada akibat dari prilaku yang dilakukan.

Pidana penjara merupakan pidana untuk menghilangkan

kemerdekaan. Seorang narapidana telah diatur dalam “gestichtenreglement™ 2

! Departemen Pendidikan dam Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Balai Pustaka, 1988), him. 608.

2 Gestichtenreglement (Stbl.1917 No.708 dengan perubahan-perubahannya) itu masih
berlaku berdasarkan atas pasal 1l Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Repulik Indonesia
(dimuat dalam Berita Repulik Indonesia No.7 Tahun I1) dan Pasal | Peraturan Presiden Republik
Indonesia No.2 tanggal 10 Oktober 1945 (dimuat dalam Berita Republik Indonesia No.1 tahun I);
dalam Peraturan ini antara lain tersebut bahwa aturan-aturan yang ada sampai berdirinya Negara
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut

1
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(Reglemen Penjara) Stbl.1917-708 sebagai pelaksanaan dari pasal 29 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang
terpenting dimana pemunculan jenis pidana ini telah terbentuk menjadi
rumusan pasal, tidak semudah yang dibayangkan orang selamaini 2.

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak
ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini*. Pemidanaan atau
penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana
bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang
dilakukannya, membuat jera s pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak
melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pemidanaan
tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan
mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta
taat kepada aturan hukum yang ada di Indonesiaini.

Dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyatakan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.>

Undang-undang Dasar masih berlaku asal sgja tidak bertentangan dengan Undang-undangan
Dasar tersebut.

% Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung:Alumni, 1992), him. 92.

4 Barda Nawawi, Kebijakan Legesatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, (Semarang: Genta Publishing, 2010), him 71.

®> UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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Selain itu tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah
pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali
kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara
dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan
menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas
dan bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan
narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke
fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi sertalingkungan.

Sedangkan tafsir terintegras secara sehat di jelaskan sebagai
pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.
Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam UU No.12
Tahun1995, ha ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang
merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan
menjadi ke sistem pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara
berangsung-angsur dipandang sebagal suatu sistem dan sarana yang tidak
sgjalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar warga binaan
pemasyarakatan menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk
melakukan tindak pidana dan kembali mengjadi warga masyarakat yang

bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.
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Dewasa ini dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut

perlu diketahui bahwa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang

ada di lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU

No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun disayangkan tidak semua

warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama. Dalam asas

persamaan di hadapan hukum disebutkan bahwa semua orang di hadapan

hukum sama tanpa memandang status sosial orang tersebui.

Dalam hal ini, narapidana di dalam lapas itu sendiri memiliki hak

yang berhak mereka dapatkan diantaranya :

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b.

C.

mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
menyampaikan keluhan;

mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti  mengunjungi
keluarga;

mendapatkan pembebasan bersyarat;



|.  mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.®

Berdasarkan diatas, dapat penulis paparkan bahwasannya narapidana
atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya
diskriminas antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam
pemenuhannya.

Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang
berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa
Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan
dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-
undang Dasar 1945.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan
pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi
saran dan pertimbangan kepada menteri mengenal pelaksanaan sistem
pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran
mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit
Pel aksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.”

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori persamaan di

hadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat ( 1) yang menyatakan bahwa :
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan

® UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

" Dwidja Priyatno, Sstem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2006), him 104.
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pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”®.

Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga
negara dalam hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menganut asas
persamaan perlakuan dan pelayanan yang dalam penjelasannya asas tersebut
memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada
Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang sebagai asas
secara khusus, hanya sgja saat ini sering terjadi perlakuan-perlakuan khusus
yang diberikan kepada narapidana dari golongan atas khususnya para pejabat
pemerintah seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada narapidana
lain yang berasal dari golongan bawah.

Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi narapidana, seringkali
bersifat diskriminatif , memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Sehingga
menimbulkan permasalahaan di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Daam hal ini, objek penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga
Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta merupakan Lapas yang memiliki
jumlah penghuni lebih banyak dibandingkan Lembaga Pemasyarakatan
lainnya di Daerah Istimewah Y ogyakarta yakni sebanyak 374 orang. Dengan

banyaknya penghuni tersebut di khawatirkan terjadi tidak meratanya atau

8 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, Permata Press,
him 26.
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tidak adilnya pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di lapas antara satu
narapidana dengan narapidana lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas penyusun tertarik untuk mengetahui
lebih kanjut mengenai pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan asas
persamaan di hadapan hukum. Maka dengan demikian, penyusun mengajukan
sebuah penulisan hukum yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Narapidana
Berdasrkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Studi Kasus Lembaga

Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta”

B. Rumusan M asalah

1. Bagamana penergpan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam
pemenuhan hak-hak narapidana yang adadi Lapas Klas Il A Y ogyakarta?
2. Apakah hak-hak narapidana yang adadi LapasKlas Il A Yogyakartatelah

terpenuhi sesuai UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini ialah

1

Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan asas persamaan di hadapan
hukum LapasKlasIl A Yogyakarta

Untuk mengetahui apakah semua narapidana yang ada di Lapas Klas Il A
Y ogyakarta hak-haknya terpenuhi sesuai UU No 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan



D. Manfaat

Manfaat dari Hasil pendlitian ini diharapkan, antaralain:
1. Manfaat Teoritis
a Berguna untuk pengembangan IImu Hukum khususnya mengenal
pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas persamaan di hadapan
hukum
b. Pendlitian ini dihargpkan dapat memberikan dapat memberikan
konstribus pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Penditian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga
Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta agar dalam pemenuhan hak-hak
narapida berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum

b. Pendlitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai pembahasan yang akan di
bahas, penulis menemukan beberapa perbedaan penelitian yang penulis ambil
dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pemenuhan
Hak-hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum
(Sudi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas |1 A Yogyakarta)

Skripsi Heningtias Gahas Rukmana yang berjudul “Hak-hak
Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta”

menjelaskan bahwa dengan terpenuhinya hak-hak wanita maka sistem
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pel aksanaan pemenuhan hak-hak wanita bisa berjalan dengan baik . Sehingga
bentuk-bentuk diskriminasi penekanan pemerasan dan perlakuan buruk tidak
akan terjadi di kehidupan lapas.® Skripsi Heningtias tersebut berbeda dengan
penulis yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapida yang
berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Skripsi Lutfiah Azizah yang berjudul “ Hak-hak Narapidana Dalam
Persefektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 11 A
Yogyakarta) 2006"° menjelaskan tentang hak-hak narapidana dalam
persefektif hukum Islam dimana pada skripsi ini  banyak menggunakan teori
kedalam hukum islam yang ada. Pada skripsi Lutfiah tersebut berbeda dengan
penulis yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana yang
berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Skripsi Mu’arif yang berjudul “Analisis terhadap Pemenuhan Hak
Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Y ogyakarta sebagai Model
Pembinaan bagi Narapidana“‘* menjelaskan tentang pentingnya narapidana
mendapatkan hak pendidikan, dimana pendidikan merupakan elemen dasar

dari hak asas manusia. Skripsi tersebut berbeda dengan penulis yang

® Heningtias Gahas Rukmana, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2014).

0 |utfish Azizah, “Hak-hak Narapidana dalam Persefektif Hukum Islam”, (Skrips,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas |slam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta, 2006).

1 Muarif, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan
Klas Il A Yogyakarta Sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”, (Skripsi, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta,2014).
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menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana yang berdasarkan asas
persamaan di hadapan hukum.

Tesis Agus Suryaman, yang berjudul “Pemenuhan Hak Atas
Pelayanan Perawatan Bagi Nargpida dan Tahanan di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta”> membahas tentang
pelaksanaan hak-hak narapidana dan tahanan, tujuan utamanya adanya
pemenuhan hak atas pelayanan perawatan bagi narapidana dan tahanan adalah
untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia, baik
secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, pengakuan dan jaminan
terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional
maupun universal atau internasional. Pada tesis tersebut berbeda dengan
penelitian penulis yang memfokuskan pada pemenuhan hak narapidana yang

berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Dari telaah pustaka yang pertama hingga yang keempat diatas
membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Dimana
dalam penelitian diatas lebih menitikberatkan pada satu pemenuhan hak-hak
narapidana sgja, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada
pemenuhan hak-hak narapidana yang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.

Dimana dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sama antara

2 Agus Suryaman, “Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan
Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan Y ogyakarta™, (Tesis, Magister Hukum
UGM, 2011).
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narapidana satu dengan lainnya sehingga tidak ada perbedaan dalam

pemenuhan haknya tersebut yang semuanya sama di hadapan hukum.

F. Landasan Teoritik

Suatu penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis,
hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan
kegiatan-kegiatan pengumpulan data, kontruksi data, pengolahan dan analis
data™ Teori keadilan yang dikemukakan Jhon Rawls menyatakan bahwa
“keadilan sebagai kesetaraan” yang menyediakan pandangan yang jelas
berbeda dari kaum utililitarian™.

Prinsip-prinsip keadilan diperolehn bukan dengan mengevauasi
kemanfaatan dari tindakan tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan
dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil.™®

Teori dan konsep persamaan di hadapan hukum seperti yang dianut
oleh Pasal 27 ayat ( 1 ) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut
menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama
dihadapan hukum dan pemerintahan. Dipaparkan juga pada HAM yang

terdapat dalam UHDR (Universal Declaration of Human Rights) pada

3 sumitro, Ronny Hamitijo, Metodologi Penelitian Hukum, (JakartaGhalia
Indonesia, 1983),him 37.

¥ Utilitarian merupakan teori tentang baik buruknya perilaku dan perbuatan bergantung
pada kegunaan atau keuntungan menjadi prinsip, norma, criteria, dan cita-cita moral

!> Karen Lebacgz, Terjemahan Teori-teori Keadilan, (Nusa Media:Bandung, 1986), him
61.
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katagori civil and political right bahwasannya semua orang sama di hadapan
hukum™®.

Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah
salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu
sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara
berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan di hadapan hukum ini
merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga
harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum ( gelijkheid
van ieder voor de wet)."’

Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna
perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law) dan
mendapatkan keadilan yang samadi depan hukum.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal
tersebut secara garis besar disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga yang
menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.** Dalam hal ini,
negara hukum menurut Anglo Saxon berintikan ““Rule Of Law” yang

memenuhi dua syarat diantaranya yang pertama Supremacy Before of Law

'® Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Kencana:Semarang, 2006), him 65.

Y Lili Mulyadi, Hukum Acara Pidana,( Citra Aditya Bakti:Jakarta, 2007), him 20.

8 Yulias Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 20086),
him 7.
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dimana hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat, kedua Equality Before
The law yang berarti semua orang baik pegabat pemerintah maupun
masyarakat biasa adalah sama menurut pandangan hukum. Unsur ini
merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdikriminasi subjek hukum dalam
hukum. *°

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau
penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
K etidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam
mengupayakan perlindungan, pemenuhan, pemenuhan, penegakan dan
pemaguan hak asas manusia (khususnya para pelanggar hukum)
mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya
pengabaian (by ommision) terhadap hak konstitusional warganegara
sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
pel akuan yang sama di mata hukum”. Pasal 28 | menyatakan :

a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun;

¥ C.ST Kansil dan Christine Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia,
(Jakarta:Renika Cipta, 2008), him 85.
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b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif;
c. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
adal ah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;
d. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi
manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Berdasarkan dari prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945
tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa *“ Setiap orang berhak
atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa
diskriminasi”.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan masyarakat menjadi suatu
kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan
konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah
merupakan tugas yang tidak bolehn dikesampingkan oleh sistem
pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh
kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan
narapidana melelui social participation, social support, dan social control.

Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan

pidana di Indonesa melaui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni
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menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak
asas manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum
telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Dalam pasa 1 ayat (1) menyatakan bahwa
“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan
pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab | Ketentuan Umum Undang
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud
dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: Suatu tatanan mengenai arah dan
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam
rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar

sebagal warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang
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Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan
“agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan
narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan
sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Fungs Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah
pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan
masyarakat. Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa
“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan

warga binaan pemasyarakatan”.

. Metode Peneletian
Untuk memudahkan membahas setigp permasalahan dalam
penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis

mengunakan metode sebagai berikut:
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1. JenisPenelitian
Sesual dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah
penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian lapangan (field
research) yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A
Y ogyakarta sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif ~ analisis, yaitu penelitian yang
mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul
berdasarkan penemuan penelitian di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis yang mengkaji
konsep normatif atau peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan
empiris yaitu mengkaji kenyataan yang ditemukan di lapangan (Lapas
Klas |l A Yogyakarta).

4. Sumber data
Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer
yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara

memakal seperti:
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a.  Bahan dataprimer
Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data yang
pertama, yaitu warga binaan pemasyarakatan®® dan petugas yang ada
di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Y ogyakarta.
b.  Bahan data sekunder
Adapun data pendukung penilitian ini penulis ambil dari dokumen
tertulis sendiri seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan,
dan literatur-literatur terkait obyek penilitian yang penulis ambil.
c. Bahandatatersier
Sumber pendukung lainnya selain data primer dan sekunder tersebut
adalah berupa kamus hukum, internet, serta sumber data lainnya

yang diperoleh secaralangsung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
a  Kuesioner dan Wawancara
Dengan membagikan kuesioner terhadap 10 (Sepuluh) persen dari
jumlah warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan Metode
wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung
yang dimana sifat dari wawancara tersebut adalah terbuka, yaitu
responden digukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa

sehingga tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

2% Soejono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, (Jakarta:l Pers,2010), him 11.
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b.  Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempel gjari,
dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang

berupa bahan pustaka.

6. AnaisaData

Metode analisa data didalam studi survey dilakukan dengan
caraan alisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan menafsirkan
data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian,
sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara
deduktif yaitu menarik kessmpulandari hal yang bersifat umum menjadi

hal yang bersifat khusus.

Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyususanan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus
pada satu pemikiran, maka penulis sgjikan dalam tiga bagian yaitu:

1. Bagian awal, mencakup halaman sampul depan, judul, pengesahan,
pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan,
abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.

2. Bagianinti
Bagian inti peneliti menyajikan dalam bentuk bab-bab, sub bab-sub bab.
Secara garis besar penyusunanya adal ah sebagai berikut:

a Bab | addah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk

mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.
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Bab | meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penilitian, dan sistematika pembahasan dalam penilitian.

Bab Il tentang tinjauan umum yang membahas teori terkait
pemidanaan, Lapas dan pemenuhan hak-hak narapidana yang
berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum.

Bab Il merupakan tinjaun umum tempat penelitian, yang melipuiti
gambaran umum L apas.

Bab 1V, merupakan analisis hasil penelitian yang menjawab
rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu
Pemenuhan Hak-hak Narapida Berdasarkan Asas Persamaan di
Hadapan Hukum Studi Kasus LapasKlas Il A Y ogyakarta.

Bab V adalah penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan
menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang penyusun teliti,
sedangkan sana adalah berupa kritik atau komentar dan masukan

terhadap fakta yang di temui di lapangan.

. Bagian Akhir

Bagian akhir akan diisi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



88
BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan dalam bab terdahulu hasil penelitian dan
analisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam pemenuhan hak-hak
narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Y ogyakarta
adalah Lapas tersebut menuju penerapan asas persamaan dihadapan
hukum (equality before the law). Maksud dari menuju penerapan asas
tersebut yaitu Lapas berusaha adil antara warga binaan pemasyarakatan
satu dengan lainnya. Karena masih ada oknum-oknum atau petugas yang
bekerja tidak professional. Keprofesional tersebut dilihat dari sikap dan
kepribadian petugas tersebut. Contoh dari tidak profesionalnya petugas
dalam bekerja adalah adanya perlakuan yang berbeda yang dilakukan
petugas terhadap antara warga binaan pemasyarakatan.

Asas Persamaan dihadapan hukum merupakan asas yang sangat penting
untuk diterapkan di pemasyarakatan. Berdasarakan penelitian yang
dilakukan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang tidak
mengetahui apa itu asaas persamaan di hadapan hukum. Daam
pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Yogyakarta
berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum tanpa membeda-

bedakan antara warga binaan pemasyarakatan tersebut. Dimana, pada
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tahap awa pembinaan yakni mapenaling warga binaan pemasyarakatan
diberitahu hak-hak apa sgja yang diperoleh didalam Lapas. Meskipun
masih ada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas Il A Y ogyakarta
yang merasakan adanya ketidak adilan atau tidak samanya perlakuan yang
mereka dapatkan antar warga binaan pemasyarakatan.
2. Hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A
Y ogykarta belum terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti
hak untuk mendapatkan asimilasi. Lapas Klas |1 A Y ogyakarta hampir 3
(tiga) tahun terakhir tidak mengadakan kegiatan asimilasi dikarenakan ada
kekhawatiran warga binaan pemasyarakatan yang akan melarikan diri dari
Lapas tersebut. Ada 7 (tujuh) hak narapidana yang hampir tepenuhi.
Dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Klas |l A Yogyakarta
menegaskan hak tersebut bisa sgja tidak didapatkan oleh warga binaan
pemasyarakatan dimana hak akan diberikan apabila kewajiban yang ada di
Lapas telah di kerjakan.
B. Saran
1. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana
berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentan Pemasyarakatan
berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum. Berikan perlakuan
yang sama terhadap warga binaan masyarakat tanpa melihat golongan
atau status dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.

2. Lembaga untuk merubah diri dimana ketika warga binaan

pemasyarakatan keluar dan bebas dari hukuman yang dijalaninya
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menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak tanpa adanya
perlakuan yang membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi
ketakutan atau tertekan dengan perlakuan yang kurang baik oleh

petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

. Negara harus memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap petugas

pemasyarakatan terhadap perlakuan diskriminasi atau perbedaan
perlakuan yang dilakukan petugas terhadap pembinaan warga binaan

pemasyarakatan.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwada]ammngknmdﬂksmnkmketmmmpual14aynt(2),Pasd22ayat(2),Pasal293yat(2),dm

Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, periu ditetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Woarga Binaan Pemasyarakatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);

3. Undang-undang Nomor 12 Talwm 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 77, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3641);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Mene

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Ansk Didik Pemasyarakatan, Klien
Pemasvarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana,
Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS schagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2 Pembumma!al:hkcgﬂtmunmkmmmgkmkmkmhaslmqunnkcpada Tuhan Yang Maha Esa
,h&kﬂ)&ﬁkspdﬂnptﬂahgpm&donihsehamimsﬁdmmhmiNanpidmadanﬁmk
Didik Pemasyarakatan.

3. Puﬂﬁkmdmpmgﬁmadahhmhasadnmﬁﬂrmyﬁq:km“’ug&%m?mnsymm
mdahﬁk:g'ahnbimh&ngmahuhﬂ:mbagipﬂmzmya&imymgakmdﬂmg.

4. Pelayanan keschatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan
bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

5. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitast ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani
Klien Pemasyarkatan.

6. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak
Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Pm:bebssmbmymtadahhpmxspm)bﬁnmdihanﬁPASscmhhmiﬂmﬁsckmg-
kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

8. LAPAS Terbuka adalsh Lembaga Pemasyarakatan tempat membina Narapidana dan Anak Didik
Punasyamkatmddamhcadam&d}ukat@aiﬁkdﬂingiamudipapﬁdehﬁmnbok

BABII
HAK DAN KEWAJIBAN NARAPIDANA DAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN



Bagian Pertama
Thadah

Pasal 2
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan thadah sesusi dengan
agama dan kepercayaannya.
)] Ibad:hsabagmmdmakstﬂdﬂmnyat(l)dﬂaksmkmdldﬂmmﬂsmdlthiPAS,
(3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menten.

Pasal 3
(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan

(2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperduan tiap-tiap
LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS,
Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kera sama dengan instansi terkait, badan
kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan
bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Bagian Kedua
Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Pasal 5
Setiap Nanpndm dan Anak I)xleemasyamknmbm:lukmcndapatpcmwatm rohani dan jasmani.

Pasal 6
(1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melahui bimbingan rohani dan
pendidikan budi pekerti.
(2) Pada sctiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
(3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala
LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7
6] Sctup Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
pmﬂ:enm]mscmpsﬂumdﬂmkmohhngndanm]m:am,
b. pemberian pedengkapan pakaian; dan
pemberian pedenglkapan tidur dan mandi.
2 Penﬂ)mmpcﬂmgkzpmmbagnmmdm:kmxldﬂﬂnmt(l)hmfbdmgdﬂaksm:kmmgm
setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
(3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8
Pelaksanaan ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan
jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menter.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 9
Sctiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan.



Pasal 10

(1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petngas pendidikan dan pengajaran.

(2) Dabam melaksanakan pendidikan dan penga}aran sebagaimana dimaksud dalamn ayat (1), Kepala
LAPAS dapat beketjasama dengan instansi pemerintzh yang lingkup tugasnya meliputi bidang
Pendidikan dan Kebudayzan, dan atau badan-badan kemasyatakatan yang bergerak di bidang
pendidikan dan pengajaran.

Pasal 11

(1} Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di
dalam LAPAS.

(2) Apabila Narapidana atau Apak Didik Pemasyarakatan membuatuhkan pendidikan dan pengajatan
lebih Janjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.

(3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang betlaku pada
lembaga pendidikan yang sederajat.

(4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung
jawabr Kepala LAPAS.

Pasal 12

Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanzan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di
dalam LAPAS.

Pasal 13
Settap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah bethasil menyelesaikan pendidikan dan
pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamar Belajar dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 14
{1} Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang
layak.
(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fastlitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya
seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya,

Pasal 15
(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
(2) Dalam hal dokter sebagaimana ayac (1) berhalangan, maka pelayanan keseharan tertenmi dapat
dilakukan oleh tenaga kesehatan lainrya. N

Pasal 16

(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satw) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam
kartu kesehatan.

(2} Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka
dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

(3) Apabila datt hasil pemesikszan keschatan sebagaimana dimnaksud dalam ayar (1) dan ayar (2)
ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara
khusus.

(4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17
(1) Dalam hal pendenita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih
lanjut, maka dokter LAPAS memberkan rekomendast kepada Kepala LAPAS agar pelayanan
kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemetintah di lnar LAPAS.
(2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
mendapat izin tertulis dan Kepala LAPAS.



(3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di ramah sakit wajib
dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

(4) Biaya perawatan kesehatan di rmemah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara,

(5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyatakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS hatus
segera membetitzhukan kepada keharganya. :

Pasal 18

(1) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan meninggal dunia karena sakit atau schab lain,
maka Kepala LAPAS segera membetitahukan kepada keluarganya.

(2) Apabila Narapidana atan Anak Didik Pemasyarakatan diduga meninggal secara tidak wajar, maka
Kepala LAPAS segera melapot kepada Kepolisian.

(3) Jenazah Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak diambil keluatganya dalam janglka
waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak meninggal dunia dan telah diberitahukan secara
layak kepada keluarga atau ahli warisnya, penguburannya dilaksanakan oleh LAPAS, sesuai dengan
.tata cara agama atau kepercayaannya.

(4) Barang atan uang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarzkatan yang meninggal dunia, harus
diserahkan kepada kelvarga atau ahli wasisnya.

{5} Penyerahan barang atau vang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan Berita Acata.

(6) Apabila barang atau vang milik Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia
tersebut tidak diambil oleh keluarga atan ahli warisnya dalam waktu 6 (enam) bubin setelah
diberitahukan, maka barang atau uang tersebut menjadi milik negara.

{7) Dalam bal barang milik Narapidana ataw Anak Didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia
mengandung bibit penyakit yang betbahaya, ronka barang tersebut segera dimusnahkan dan
dibuatkan Berita Acara.

' Pasal 19

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyatakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman
sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan,

(2) Narapidana dan Amak Didik Pemasyarakatan yang betkewarganegaraan asing bukan penduduk
Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di
negaranya,

(3) Harga makanan jenis lain sebagatnana dimaksud dalam ayat (2) fidak melarmpaui 1 1/2 (satu sai
per dua) kalt dari harga makanan yang telab ditentukan bagi Nampidana dan Anzk didik
Pemasyarakatan,

Pasal 20

(1) Nartapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atan menyusui, berhak mendapatkan
makanan tambahan sesvai dengan petunjuk doktet.

(2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis peketjaan tertentu.

(3) Anak dani Narapidana wanita yang dibawa ke dalamn LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat
diberi makenan tambahan atas petunjuk doktet, paling lama satnpai anak berusmur 2 (dua) tahun.

{4 Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 {dua) tahun, harus
diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas perserujuan ibunya dan dibuat
dalam sate Berita Acara.

(3) Untuk kepentingan keschatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokeer.

Pasal 21
(1} Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan mzkanan, yang moelipudi :
a. pengadaan, penyunpanan, dan penyiapan makanan;
b. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syatat kesehatan dan gizi; dan
c. pemelihataan peralatan masak, makan, dan minum.
{2} Ketentuan mengenai pengelolaan makanan sebaguimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22
(1) Setiap Natapidava atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat menerima makanan dari luar LAPAS
setelah mendapat izin Kepala LAPAS.




(2) Makanan sebagaimana dimzksud dalam ayat (1) sebelom disershkan kepada Narapidana atau Anak
Dudik Pemnasyarakatan, hams diperiksa tesdebib dabulu olch Petugas EAPAS.

Pasal 23
Senigp Naraprdana aran Anak Didik Pemasyarakatan pang berpunasa, diberikan makanan tambahan.

Pasal 24
Senap cwang dilarsng memben makanan dan atan minuman yang dapat memmbulkan gangguan
kesehatan, keamanan, dan ketertban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 25
Mun dan pumlzh bahan makanan uetk kebutmban Narapidana dan Anak Didi Pemasyarakatan haros
sesuz dengan ketentuan pecatucan peroadang-undsngan vang bedakn,

Bagian Kelima
el

Pasal 26

(1) Setap Nacapidina dan Anak Didik Pemasyacskatan berhak menyampaikan keluhen kepada Kepala
LAPAS atas pedakuan petngas atau sesarnz penghuni techadap dinrya.

(2) Keluhan schagmmana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabiia pedakosn tersebut benar-benar
dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dean Anak Didik Pemasyarskatan
yang bersanghutan atsu Narapidana dan Anzk Didik Pemasyarakatan Lainoya.

(3) Kelvhan dapat disampaikan secara Hsan atmu tulisan dengan tetap memperhatkan tata tertb
LAPAS.

{4) Ketentuan mengenai tata car penyampaian dan penyclesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan
Kepumsan Menten

Bagen Keenam
Bshan Bacaan dan Stacan Media Massa

Pasal 27

(1) Sehap LAPAS menyedizkan bzhan bacaan, medis masss yang berapa media cetak dan media
clektromk.

(2) Bahan bacan dan media massa sehagsimana dimaksud dalam ayat (1) hams menumjmg propram
pembinaan kepribadian dan kemandinan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan pecaturan perundang-undangan yang bedaku,

(3) Tata cara mengenai peminjaman dan stau penggunasan bahan bacaan dan mediz massa distor lebih
lanjut oleh Kepala LAPAS

Pasal 28

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyacakatan yang bedsenginan membawa dan mendapat
bahan bacaan atau informasi dant media massa dan huar LAPAS, haros mendapat izin dari Kepala
LAPAS

(2) Seuap LAPAS menyediakan sekurang-kuranpaya 1 (saru) buah pesawat televisi, 1 (sat) buah radio
penenma, dan media elekwonk lsin yang tidak berintngan dengan peratuman perundang-
undangan yang bedaku.

(3) Narapidana dan Anak Didik Perasyarakatn didarang membawa pesawat televisi dan cadio atan
media elektrontk yang fain ke dalam TAPAS untuk kepentingan prbadi.

Bagian Ketujuh
Upak: dam Premi

Pasal 29
(1) Setiap Narapidana yang bekerja bechak mendapatkan upah atau premi.
(2} Besamya upah atan prenu schagamana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peratnran
perundanp-wndangan yang berdakn.
(3 Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2) harus dittipkan dan dicatat di LAPAS.



(4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila
diperdukan untuk memenuhi keperduan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya
pulang setelah menjalani masa pidana.

() Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menter.

Bagian Kedelapan
Kunjungan

Pasal 30
(1) Setap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dan keluarga,
peaasthat hukum atau orang tertentu lainaya.
(2) Kunjungan sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
(3) Setap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) mangan khusus untuk menerima
kunjungan.

Pasal 31

(1) Petugas Pemasyacakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib :
a. memenksa dan meneht keterangan identitas din, pengunjung; dan
b. menggeledah pengunjung dan memesiksa barang bawaannya.

(2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atan adanya barang bawaan yang dilarang berdasar
peraturan perundang-undangan yang bedaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak dibolehkan mengunjung: Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 32
Kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

: Pasal 33
Ketentuan mengenai syarat-dan tata cara kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32

dan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menten.

Bagian Kesembilan
Remisi

Pasal 34
(1) Setap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak
mendapatkan remisi.
(2) Remis: sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang
bersangkutan:
2. berbuat jasa kepada negara;
b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; ataut
c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
(3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bedaku
juga bag: Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalans prdana.
Pasal 35
Ketentuan mengeaai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kesepuluh
Asimilasi dan Cuti

Pasal 36
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan bechak mendapatkan asimilasi.

Pasal 37
(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan. asimilasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dengan ketentuan :




a. untuk Narapidena dan Ansk Pudana sceelsh menjalani pembmam 1/2 (sam per duz) masa
idana;
II:. untuk Anak Negarz dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Ansk 6
{enam) bulan pertama;
¢.  dapat mengimb program pembmaan dengan baik; dan
d. bedtelabypan baik.
(2) Asmmlan sebagaimana dimaksud dalum ayar (1) dapat dicabut kembahi apabila Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan melangpar ketentaan asimilasi,

Pasal 38
(1) Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan vang scdang mclaksanakan asmilasi
ddakukan pernbmam dan atau pembembingan dengan ketenman sebagai benkut -
a. untuk kegatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lamnya di lnar
LAPAS, dilsksanakan olch Petugas LAPAS;
b. vatuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandini, dan penempatan di LAPAS Terbuka
dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
(2) Pelaksanamn kegiatan sebagmmana dimaksud dalam ayat (1) buraf b dibetahukan secara tertubs
kepada Pemermtah Daerah, Kepohisian, dan Hakim Pengswas dan Pengamat setempat.

Pasal 39

Dalam bhal asimilasi bagt Naapulana.dan Ansk Didik Pemasyarakatan dicabut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2), maka -

a.  bagi Narapidana dan Anak Pidang, uotuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat
dibenkan remis;, asimilasi, pembebasan. bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjung
ketuarpa,

b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasimya untuk kedua kalinya maka yang
bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi; pembebasan bersyarat, can menjelang bebas, dan cutt
mengunjungykeluarga;

¢. bag Anak Negara dan Anak Sipil, mnmk 6 (enam) bulsn pertama setelah dilzkukan pencabutan
asimdlasinya nidsk dapat mengikut kepiatan asimitasi

DPasal 40
Ketentuan mengena asimilasi diatur lebib Janprt dengan Keputusan Menten.

Pasal 41
(1) Setap Narapsdana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dibenkan cuti berupa :
2. cutt mengunpmg keluarga; dan
b. cuti menjelang hebas,
(2) Ketenman cun schagaimana dimaksud dalarn ayat (1) huraf b odak hedakn bagi Anak Sipidl.

Pasal 42

(1) Gut mengunjung kcluagra dapat dibeskan kepada Narapidana das Anak Didik Pemacyarakatan,
berupa kesempatan bedhumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.

{2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberkan paling lama 2 (dua) han atan 2 x 24 (dua kaki
dua puluh empat) jam.

(3) Izn cut mengmpng kelnarga dibenkan oleh Kepala LAPAS dan wapb diberitahukan kepada
Kepala BAPAS setempat.

) Ketenman meageam cun meoguaping keloacga distur Ichih lanjut dengan Keputnsan Menten.

Bagian Kesebelas
Pembebasan Bersyarar

Pasat 43
{1} Scusp Narapidana dan Anzk Didik Pemasyarakaran. kecusk Anak Swpil. berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.
(2 Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagt Narapidana dan Angk Pidana
setelah menjabani pidana sekurangkurangnya 2/3 (dua per tigs) dari masa pidananyz dengan
ketenrtuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kursng dan 9 (sembilan) bulan.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PERAWATAN TAHANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Mengingat:
1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG,
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERAWATAN TAHANAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
~ Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan

sampali dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
2 Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.

3. Petugas RUTAN/Cabang RUTAN adalah Petugas Pemasyarakatan yang diberi tugas untuk
melakukan perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN.
4, Menteri adalah Menteri yang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perawatan
tahanan.
BAB I

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2
(1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang RUTAN ada pada
Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.

(2) Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri sebagai RUTAN,
maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang LAPAS yang bersangkutan.

(3) Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan sebagai Cabang
RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan
dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan penahanan.

Pasal 3
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Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

a.

b
C.
d

(1}

(2)

(1)

(2}

(1N

(2)

melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;

mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN,

melakukan pelayanan dan pengawasan;

menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar Peraturan Tata Tertib.

Pasal 4

Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {3) beserta petugas RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat
penahanan tertentu bertugas:

a. melaksanakan program perawatan;
b. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
C. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib
memperhatikan:

a. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
b. asas praduga tak bersalah; dan
C. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan,

penghosmatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berbubungan
dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan daiam peraturan
perundang-undangan.

BAB Il
PERAWATAN TAHANAN

Bagian Pertama
Penerimaan

Pasal 5
Setiap penerimaan tahanan di RUTAN'Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS atau tempat tertentu
waijiby:
a. didaftar;

b. dilengkapi surat penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab
secara yuridis atas tahanan yang bersangkutan sesuai dengan ti t pemeriksaan.

Penerimaan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi tahanan sipil.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 6
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pencatatan;

1) surat perintah atau surat penetapan penahanan;

2) jati diri;

3) barang dan uang yang dibawa.
b pemeriksaan kesehatan,
c pembuatan pasphoto,
d. pengambilan sidik jari; dan
e pembuatan Berita Acara Serah Terima Tahanan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan datam buku register yang
disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.
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Bagian Ketiga
Penampatan

Pasal 7
Penempatan tahanan ditentukan berdasarkan penggolongan:
a. 1) T
b. jenis kelamin;
c. jenis tindak pidana;
d tingkat pemeriksaan perkara; atau
e untuk kepentingan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan

Pasal 8

Ketertuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan, bendaftaran dan penempatan tahanan di
RUTAN/Cabang RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat tertentu diatur lebih laniut dengan Keputusan

Menteri.
. Bagian Kelima
Program Perawatan

Pasal 9
Perawatan tahanan metiputi perawatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program
perawatan,

Pasal 10
(1) Program perawatan bagi tahanan harus sesual dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan

dan masyarakat.

(2)  Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam sehari.
(3) Program perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Mez;teri.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN

Baglan Pertama
Hak Tahanan

Paragraf 1
ibadah

Pasal 11

(1) Setiap tahanan berhak untuk mefakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-
masing di dalam RUTAN/Cabang RUTAN dan LAPAS/Cabang LAPAS.

{2) Bagi tahanan datam RUTAN/Cabang RUTAN atau L APAS/Cabang LAPAS, pelaksanaan ibadah
dilakukan di dalam kamar biok masing-masing.

(3)  Dalam hal terlentu tahanan dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat ibadah yang ada
dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
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Pasal 12

(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ditempatkan petugas pembinaan
keagamaan.

(2} Penempatan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat {1), disesuaikan dengan keperiuan
tiap-tiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang berdasar atas pertimbangan
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. .

(3) Apabila petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari lingkungan RUTAN tidak mencukupi,
maka petugas dapat didatangkan dari luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang
telah mendapat persetujuan dari Departemen Agama.

Pasal 13
Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN'Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Paragraf 2
Perawatan Jasmani dan Rohani

Pasal 14
Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani.

Pasal 15
N Perawatan rohani dileksanakan dengan memberikan peryuluhan rohani kepada tahanan.

(2) Penyuluhan rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa ceramah, penyuluhan dan
pendidikan agama.

Pasal 16
(1) Perawatan jasmanri diaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga.

{2) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa olah raga perorangan, permainan
dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik.

Pasal 17
Jadwal dan materi perawatan rohani dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud datam Pasal 15 dan
Pasal 16 ditetapkan oleh Kepata RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS secara berkala sesuai
dangan keperiuan.
3
Pasal 18
Sarana dan prasarana perawatan rohani dan jasmani disediakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS.
’ Pasal 19
Pelaksanaan ketertuan sebagaimana dimaksud datam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
Paragraf 3
Pendidikan dan Pengajaran
Pasal 20

43 Bagi tahanan dapat diberikan kesampatan mengikuti pendidikan dan pengajaran.
{2) bePeIaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
rupa:
a. penyuluhan hukum,
b. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan
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(1
(2)

3

(1)
(2)

(1)
2)

(3

(4)

(1}

(2)
(3

4}

(5)
(6)

M

(2)

c. lainnya sesual dengan program perawatan tahanan.

Paragraf 4
Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pasal 21

Setiap tahanan berhak memperoleh pelayaran kesehatan yang layak.

Pada setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS disediakan poliklinik beserta
fasiitasnya dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Dalam hal RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS belum ada tenaga dokter atau
tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat minta bantuan kepada rumah sakit atau
Puskesmas terdekat.

Pasal 22
Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan
tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 23

Pemerilcsaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 {satu) kali dalam 1 (satu} bulan dan dicatat dalam
kartu kesehatan.

Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan.

Dalam hal hasii pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat
secara khusus.

Perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih larjut, maka dokter atau tenaga
kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di
rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS. |

Pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari
instansi yang menahan dan Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau L APAS/Cabang LAPAS.

Datam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat
mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahuiu,

Dalam jangka wakiu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas permasyarakatan
memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang
menahan.

Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus
dikawal oleh petugas kepolisian.

Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada negara.

Pasal 25

Dalam hal ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN
atau LAPAS/Cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan
kekuiarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta
dibuatkan berita acara.

Apabita penyebab meninggalnya lidak wajar, maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau
LAPAS/Cabang LAPAS segera melapor kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan
penyelesaian visum ef repertum dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat
instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal.
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Pasal 26

(1) Jenazah tahanan yang tidak diambil keluargarya dalam waktu 2x24 {dua kali dua puiuh empat) jam
oy sejak meninggal dunia, dan telah diberitalukan secara layak kepada keluarga atau ahli warisnya,
' maka penguburannya dilaksanakan oleh RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dengan

dibuatkan befita acara. .

{2) Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing.

{3) Segala biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) ditanggung oleh negara.

Pasal 27
(1) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia, harus segera diserahkan kepada keluarga atau
ahli warisnya dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
{2) Apabila barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dalam tenggang wakiu 6 {enam)
bulan tidak ada yang menerima, maka barang tersebut menjadi milik negara atau dimusnahkan.
(3) Datam hal barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung bibit penyakit yang
berbahaya, segera dimusnahkan dengan dibuat berita acara.

Pasal 28
(1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Tahanan warga negara asing, diberikan makanan yang sama seperti tahanan yang lairnya, kecuali

atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya yang
harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari.

{3} Setiap tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai
dengan petunjuk dokier.

(4) Anak dari tahanan wanita yang dibawa ke dalam RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang
1 APAS diberi makanan dan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter paling fama sampai,
anak berumur 2 (dua) tahun.

(5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat {4) telah berumur 2 {dua) tahun harus
diserahkan kepada bapak atau sanak keluarganya, atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

Pasal 29
(1) Petugas RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang mengelola makanan
bertanggung jawab atas: b
a. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan makanan dan gizi;
b. pengadaan, perimpanan, dan penyiapan makanan, dan
c. pemeliharaan peralatan makanan dan peralatan masak.
(2) Ketentuan mengenai pengelolaan makanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Paszi 30

(1} Setiap tahanan dapat menerima makanan dan atau minuman dari keluarganya atau pihak |ain setelah
mendapat izin dari petugas Satuan Pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

{2) Makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada
tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas.

Pasal 31
Setiap tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan atau minuman tambahan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang memberikan makanan dan atau minuman kepada tahanan yang dapat menimbulkan
gangguan kesehatan, keamanan dan ketertiban.
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Pasal 33

Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Keluhan .
-
Pasal 34
(1) Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang periakuan pelayanan petugas atau sesama

tahanan kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau Kepala LAPAS/Cabang LAPAS.

(2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut
benar-benar dirasakan dapat mengganggu dalam mengikuti program-program perawatan, pelayanan,
keamanan, dan ketertiban.

(3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib
RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS,
{4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
Paragraf 6

Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

' Pasal 35
(Y Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan bahan bacaan atau media
massa lainnya.

{2) Bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan program perawatan
tahanan dan tidak bertertangan dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(3) Jadwal pelayanan dan tata cara peminjaman bahan bacaan ditetapkan oleh Kepata RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

Pasal 36

Dalam hal tahanan membawa sendiri atau memperoleh dari orang lain bahan bacaan atau media massa
elektronika, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang

LAPAS.
%
Paragraf 7
Kunjungan
Pasal 37
(1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:
a. keluarga dan atau sahabat;
b. dokter pribadi;
c. rohaniwan,
d. penasihat hukum;
e. guru; dan
f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

(2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
(3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan

Pasal 38

(1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1)
satu ruangan untuk menerima kunjungan.
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{2) Dalam ruangan kunjungan untuk penasinat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka
tidak boleh didengar siapa pun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39
(1) Petugas jaga tahanan berwenang:
a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaannya.
{2) Datam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan

yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang perlaky, maka pengunjung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut
oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan
dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

Paragraf 8
Hak-hak Lain

Pasal 41

(1) Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

{2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

fanjut dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kewajiban Tahanan
Pasal 42

Tahanan wajib:
a, menglkuti program perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 10;
b. mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing;dan
C. mematuli tata tertib RUTAN'Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS selama mengikuti program

perawatan.

BAB V

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 43

Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan
ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 44

{1 Kepata RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan
disipiin atau menjatunkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan
keteriiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

{2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud datam ayat (1) berupa:
a. tutupan sunyi paling lama 8 (enam) hari; dan

b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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(3) Apabita tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS, maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2 x 6 {dua kali

enam} hari.
Pasal 45
Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAIE’AS untuk
keperiuan:
rekonstruksi;
penyerahan berkas perkara dan barang bukti;
persidangan;

perawatan kesehatan; dan
Hal-hal luar biasa atas ijin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis.

I L

Pasal 46

Tahanan dapat dipindahkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS ke RUTAN/Cabang
RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS lain dengan alasan untuk kepentingan:

a. keamanan dan ketertiban; atau
b, pemeriksaan perkara di wilayah Pengadilan Jain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB Vi
BERAKHIRNYA MASA PERAWATAN TAHANAN

Pasal 48
{n Perawatan tahanan berakhir karena:
a. acanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan lerdakwa dari segala tuntutan
b, adarya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap terdakwa telah
dieksekusi untuk menjalani pidana di LAPAS;
c. masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis; atau
d.  mennggal dunia. )
{2) Tahanan yang teleh berakhir masa perawataniya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
a. dikeluarkan dari RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS;
b. dicatat datam buku register; dan
c. diambil sidik jarinya.
{3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi;

a. putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan terdakwa, putusan hakim yang
menjatuhkan pidana, dan terdakwa diperintahkan merjaiani pidana, keputusan Kepala
RUTANCabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang membebaskan terdakwa atau surat
keterangan kematian yang dibuat oleh dokter;

b. iati diri;dan
c. berita acara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49
Pada saat Peraturan Pemerintah ini muai berlaky, semua peraturan pelaksanaan mengenai syarat-syarat
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dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan masih teiap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru herdasarkan Peraturan Permnerintah ini.

BAB Vit
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indoresia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
' Ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 112
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
@ Pl LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I1A YOGYAKARTA
S22 L. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

SURAT KETERANGAN
NO. W14.PAS.PAS.1-LT.01.01.06- &:M

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tanggal : 03-03-2016
Nomor : W14.PK.01.08.03-1076
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa
Mahasiswa,

Nama : Elviannisa

NIM/PT - 12340001/Fak. Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Alamat : J1. Munggur, Sapen GK I/50 Gondokusuman, Demangan Kidul,
Yogyakarta.

Pada tanggal 07 April 2016 telah selesai melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi
dengan judul “PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA BERDASAFKAN ASAS

PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (STUDI KASUS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS ITA YOGYAKARTA)”.

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestiitya.

L3

Yogyakarta, 0 April 2016

NIP. 19580410 198903 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

2. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
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